
BUPATI KARIMUN

Menimbang

Mengingat

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KARIMUN
NOMOR 33 TAHUN 2018

TENTANG

PROGRAM INDONESIA PINTAR 
PADA JEN JANG PENDIDIKAN DASAR TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KARIMUN,

: a. bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggungjawab 
bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan 
masyarakat serta setiap peserta didik berhak mendapatkan 
biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak 
mampu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaim ana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Program Indonesia Pintar pada Jenjang Pendidikan Dasar 
Tahun 2018;

: 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan 
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten 
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuan tan Singingi 
dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3902), yang telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 
tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang 
Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten 
Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, 
Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, 
Kabupaten Kuan tan Singingi dan Kota Batam (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4880);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem  
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4301);
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015  
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 
Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5670);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5157);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 
Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 840) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2018 tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2016  tentang Program 
Indonesia Pintar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 476);

7. Peraturan Direktur Jendral pendidikan Dasar dan 
Menengah Nomor 0 5 /D /B P /2018 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pada Jenjang 
pendidikan Dasar dan Menengah;
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM INDONESIA 
PINTAR PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR TAHUN 2018.

BAB I
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karimun.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun.

3. Bupati adalah Bupati Karimun.

4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 
adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun.

7. Pendidikan Dasar adalah jenjang Pendidikan pada jalur pendidikan formal 
yang m elandasi jenjang pendidikan menengah yang diselenggarakan pada 
satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau  
bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan 
pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah 
Pertama dan Madtasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.

8. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk  
satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan um um  pada 
jenjang pendidikan dasar.

9. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah  
satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan 
um um  pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar 
(SD), atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang 
diakui sam a atau setara SD.

10. Program Indonesia Pintar yang selanjutnya disingkat PIP adalah Program 
pemberian bantuan berupa uang tunai dari pemerintah kepada peserta didik 
usia sekolah (6 sampai dengan 21 tahun) yang orang tuanya tidak dan /atau  
kurang mampu membiayai pendidikannya, sebagai kelanjutan dan 
perluasan sasaran dari Program Bantuan Siswa Miskin (BSM).

11. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan 
potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang 
dan jen is pendidikan tertentu.

12. Kartu Indonesia Pintar yang selanjutnya disingkat KIP adalah kartu yang 
diberikan kepada anak dari keluarga pemegang Kartu Perlindungan Sosial 
(KPS)/Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sebagai penanda/identitas untuk  
mendapatkan manfaat PIP.

13. Pemutakhiran Basis Data Terpadu yang selanjutnya disingkat PBDT 
dilakukan dalam rangka menyempurnakan dan memutakhirkan informasi 
rumah tangga dan individu yang terdapat dalam Basis Data Terpadu.

14. Basis Data Terpadu merupakan sistem  data elektronik yang memuat 
informasi sosial dan ekonomi rumah tangga berikut individu dengan tingkat 
kesejahteraan terendah yang digunakan dalam penetapan sasaran program 
perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
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BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai panduan sekolah melakukan 
proses pencairan dana Program Indonesia Pintar di bank penyalur sesuai 
dengan petunjuk pelaksanaan Program Indonesia Pintar yang berlaku 
sehingga tepat sasaran.

(2) Peraturan Bupati ini bertujuan membantu anak-anak usia sekolah dari 
keluarga m iskin/rentan m iskin/priori tas tetap mendapatkan layanan 
pendidikan sampai tamat pendidikan menengah serta mencegah peserta 
didik dari kemungkinan putus sekolah.

Pelaksanaan Program Indonesia Pintar selanjutnya diuraikan dalam lampiran 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

BAB III 
PIP

Pasal 3

BAB IV 
PENUTUP

Pasal 4

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun 
padatanggal 17 September 2018

^ B U P A T I  K A R IM U N ^/"

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun 
pada tanggal 17 September 2018

KABUPATEN KARIMUN

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2018 NOMOR 33


